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Paket informasi Terkini

RINGKASAN PERPUSTAKAAN DPR RI

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) Dan/Atau Untuk Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN).

Sebagai bagian krusial dari penanganan Covid-19 pada kesehatan dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat, penerbitan PP
23/2020 menjadi langkah awal pelaksanaan Program PEN.

Peraturan ini yang merupakan turunan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan COVID-19 ini secara umum
mengatur mengenai mekanisme intervensi pemerintah dalam pelaksanaan Program PEN.

Program PEN antar lain melalui penyertaan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan. Pilihan
skema intervensi dimaksud akan disesuaikan dengan kebutuhan yaitu target kelompok pelaku usaha yang akan diberikan
stimulus dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Selain itu, PP 23/2020 juga mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan program pemulihan ekonomi melalui pengalokasian
belanja negara, yang salah satunya adalah dengan memberikan subsidi bunga bagi kelompok pelaku usaha ultra mikro, mikro,
kecil dan menengah yang terdampak Covid-19 dan telah melakukan restrukturisasi kredithnya pada perbankan, Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) serta perusahaan pembiayaan.

Dalam peraturan ini juga dijelaskan bila pembiayaan Program PEN dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah dapat menerbitkan surat utang negara atau surat utang negara Syariah yang dibeli oleh Bank Indonesia
di pasar perdana secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Program PEN.

Kebijakan Program PEN akan dirumuskan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Gubernur Bank Indonesia (Bl), Ketua Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dalam merumuskan kebijakan tersebut juga dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait lainnya.

(Sumber: https://nasional.kontan.co.id/news/pp-232020-terbit-begini-rencana-pemulihan-ekonomi-oleh-pemerintah?page=2 )



https://nasional.kontan.co.id/news/pp-232020-terbit-begini-rencana-pemulihan-ekonomi-oleh-pemerintah?page=2

JENIS
Berita

Berita

Berita

Berita

Berita

Berita

Berita

Berita

Berita

Berita

Berita

Berita

Infografis

Infografis

Jurnal

Jurnal

Jurnal

KETERANGAN

ANIS BYARWATI SOROTI SKEMA ‘BURDEN
SHARING’ ANTARA KEMENKEU DAN BI

CEGAH KRISIS, SRI MULYANI DIDUKUNG
KOMISI XI DPR SELAMATKAN EKONOMI
NASIONAL

DESAIN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL UNTUK UMKM DAN DUNIA USAHA
RAMPUNG, PEMERINTAH TERBITKAN
ATURAN PP 23/2020

INI DIA 2 JENIS PROGRAM PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL

PEMULIHAN EKONOMI 2020, KUNCI
PEMBANGUNAN 2021

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAMPAK
COVID-19, PEMERINTAH TERBITKAN UU NO.
23 TAHUN 2020

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
TERGANTUNG PENANGANAN COVID-19

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK
MENANGGULANGI IMBAS WABAH COVID-19

PERINGATAN DARI SENAYAN: ANGGARAN
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

PERLU ‘BURDEN SHARING’ ANTARA
PEMERINTAH DAN Bl DALAM PROGRAM PEN

PP 23/2020 TERBIT, BEGINI RENCANA
PEMULIHAN EKONOMI OLEH PEMERINTAH

TERBITKAN PP 23/2020, PEMERINTAH
TETAPKAN EMPAT OPSI KEBIJAKAN
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

MEDIA BRIEFING: PROGRAM PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL

PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL MENUJU
DEMOKRASI EKONOMI

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL MENUJU
DEMOKRASI EKONOMI

PERAN HUKUM DALAM PEMULIHAN EKONOMI
DI INDONESIA

URL

http://dpr.go.id/berita/detalil
\n/id/29338/t/Anis+Byarwati+Soro
\nti+Skema+%E2%80%98Burden+Shari
\nng%E2%80%99+antara+Kemenkeu+da
\nn+BI

https://epaper.dpr.go.id/index
\n/detail/id/11103

https://www.kemenkeu.go.id/pub
\nlikasi/siaran-pers/siaran-pers
\n-desain-program-pemulihan-ekon
\nomi-nasional-untuk-umkm-dan-du
\nnia-usaha-rampung-pemerintah-t
\nerbitkan-aturan-pp-232020/

https://www.hukumonline.com/be
\nrita/baca/It5ec4a3233d0a3/ini-
\ndia-2-jenis-program-pemulihan-
\nekonomi-nasional/
http://dpr.go.id/berita/detail
\n/id/29072/t/Pemulihan+Ekonomi+
\n2020%2C+Kunci+Pembangunan+2021
\n

https://jurnalpresisi.pikiran-
\nrakyat.com/nasional/pr-1539408
\nO/pemulihan-ekonomi-nasional-d
\nampak-covid-19-pemerintah-terb
\nitkan-uu-no-23-tahun-2020

https://epaper.dpr.go.id/index
\n/detail/id/11188

https://www.hukumonline.com/kl
\ninik/detail/ulasan/It5ec37e128
\nf962/pemulihan-ekonomi-nasiona
\nl-untuk-menanggulangi-imbas-wa
\nbah-covid-19/

https://epaper.dpr.go.id/index
\n/detail/id/11457

http://dpr.go.id/berita/detail
\n/id/29172/t/Perlu+%E2%80%98Bur
\nden+Sharing%E2%80%99+antara+Pe
\nmerintah+dan+Bl+dalam+Program+
\nPEN

https://nasional.kontan.co.id/
\nnews/pp-232020-terbit-begini-r
\nencana-pemulihan-ekonomi-oleh-
\npemerintah

https://www.djkn.kemenkeu.go.i
\nd/berita/baca/20594/Terbitkan-
\nPP-232020-Pemerintah-Tetapkan-
\nEmpat-Opsi-Kebijakan-Pemulihan
\n-Ekonomi-Nasional.html

https://www.kemenkeu.go.id/med
\nia/15116/media-briefing-kabkf.
\npdf

https://lwww.kemenkeu.go.id/med
\nia/15149/program-pemulihan-eko
\nnomi-nasional.pdf

https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/
\narticle/view/6798/5335

https://media.neliti.com/media
\n/publications/71662-ID-pemulih
\nan-ekonomi-nasional-menuju-dem
\nokr.pdf

http://ejournal.umm.ac.id/inde
\nx.php/bestari/article/view/308
\n0/3738




Undang-undang &
Peraturan

PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA
MENDUKUNG KEBIJAKAN KEUANGAN
NEGARA UNTUK PENANGANAN PANDEMI
CORONA yIRUS DT.SEASE 2019 (COVID- 19)
DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG
MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL
DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASTONAL

https://sipuu.setkab.go.id/PUU
\ndoc/176110/PP_Nomor_23 Tahun_2
\n020.pdf




